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5.1. KESIMPULAN

Pokok permasalahan dalam penelitian ini diawali ketika Uni Eropa gencar
dalam melakukan kampanye hitam mengenai isu lingkungan terhadap komoditas
kelapa sawit. Produk yang dihasilkan seperti CPO kerap dituduh sebagai minyak
nabati yang tidak ramah lingkungan karena pemanfaatan lahan gambut dan
konversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit mengakibatkan terjadinya
deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, kebakaran hutan, dan
meningkatnya emisi gas rumah kaca. Tuduhan-tuduhan Uni Eropa terkait isu
lingkungan tersebut yang berujung pada penolakan juga menjadi kekhawatiran

Indonesia sebagai salah satu negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

Sebagai bentuk perlindungan lingkungan dan komitmennya dalam mencapai
tujuan pembangunan berkelanjutan, salah satu upaya yang dilakukan oleh Uni
Eropa adalah optimalisasi pengelolaan industri kelapa sawit agar tidak berdampak
pada lingkungan dengan mewujudkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan
melalui eco-labelling. Regulasi yang menetapkan penerapan skema pelabelan
lingkungan yang berkaitan dengan eco-label di kawasan Uni Eropa diatur dalam
Regulation No 66/2010/EC on the EU Ecolabel. Kebijakan eco-labelling oleh Uni
Eropa dalam penerapannya dikhawatirkan menjadi alasan politis untuk
menyembunyikan dan melindungi pasar domestiknya terhadap produk sejenis dari

persaingan asing.

Oleh karena itu, penulisan hukum ini mencoba untuk menjawab
permasalahan mengenai apakah alasan konservasi lingkungan melalui
eco-labelling oleh Uni Eropa dapat diterapkan terhadap produk kelapa sawit dan
pelaksanaannya merupakan bentuk hambatan dalam perdagangan yang dapat
dibenarkan TBT Agreement. Selain itu, penelitian ini juga mencoba untuk
menjawab apakah ditolaknya produk kelapa sawit Indonesia karena dianggap

tidak memenubhi kriteria dalam standar lingkungan Uni Eropa merupakan tindakan
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yang dapat dibenarkan oleh hukum WTO. Berdasarkan pemaparan pada seluruh

Bab dalam penulisan hukum ini, dapat disimpulkan bahwa:

e [FEco-labelling oleh Uni Eropa dengan alasan konservasi lingkungan yang
hendak diterapkan terhadap produk kelapa sawit merupakan tindakan yang
dapat dibenarkan dan termasuk dalam tujuan yang sah sebagaimana diatur
dalam Article 2.2 TBT Agreement. Tujuan sah yang dimaksud salah
satunya yaitu perlindungan lingkungan. Berdasarkan Regulation No
66/2010 on the EU Ecolabel disebutkan bahwa eco-label di Uni Eropa
bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari konsumsi dan produksi
terhadap lingkungan, kesehatan, iklim dan sumber daya alam. Alasan
tersebut dapat diperkuat dengan Article XX (b) GATT 1994 mengenai
General Exceptions, yang menyebutkan sejumlah ketentuan dimana
negara anggota WTO dapat dikecualikan dari prinsip-prinsip utama dan
ketentuan dalam perdagangan internasional, salah satunya yaitu
melakukan hambatan perdagangan yang diperlukan untuk melindungi

lingkungan.

® Fco-label Uni Eropa juga mencakup sejumlah kriteria dan persyaratan
yang harus dipenuhi, salah satunya melalui mekanisme yang telah
ditetapkan dalam kebijakan lingkungan lainnya yang dibentuk secara
khusus untuk tanaman penghasil minyak nabati agar produknya dapat
diperdagangkan dalam kawasannya. Setelah ditetapkan kebijakan
terbarunya oleh Uni Eropa untuk sektor emergy melalui Directive
2018/2001/EU dan Delegated Regulation 2019/807/EU, kebijakannya
justru telah membawa dampak negatif terhadap pelaksanaan eco-labelling
oleh Uni Eropa yang hendak diterapkan untuk produk kelapa sawit
sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip utama dan ketentuan dalam

TBT Agreement.

e Kebijakan Uni Eropa yang wajib dipenuhi dalam Directive 2018/2001/EU
dan Delegated Regulation 2019/807/EU tersebut dianggap sebagai
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non-tariff barrier yang dilakukan secara diskriminatif dan merupakan
bentuk proteksi yang menghambat perdagangan kelapa sawit Indonesia
karena membatasi dan menghapus penggunaannya secara bertahap;
mengkategorikan kelapa sawit sebagai satu-satunya tanaman yang
beresiko ILUC tinggi; dan hanya mengakui produk sejenis lainnya seperti
kedelai, bunga matahari, dan rapeseed yang dapat dikonsumsi di
kawasannya dan dapat diberikan sertifikasi berupa label ramah lingkungan
karena memiliki resiko dampak ILUC yang lebih rendah.
Langkah-langkah yang menjadi permasalahan tersebut juga telah
menciptakan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan
internasional karena melampaui apa yang diperlukan untuk mencapai
tujuan yang sah. Selain itu, Uni Eropa juga telah gagal dalam menerapkan
prinsip standar internasional yang relevan dan prinsip harmonisasi dalam
menyusun regulasi dan menetapkan kriteria-kriteria terkait standar

lingkungannya juga dilakukan secara tidak transparan.

Desakan Uni Eropa terkait isu lingkungan dan penolakan produk kelapa
sawit Indonesia karena dianggap tidak memenuhi kriteria dalam standar
lingkungan Uni Eropa melalui Directive 2018/2001/EU dan Delegated
Regulation 2019/807/EU untuk sektor emergy juga dilakukan secara
diskriminatif, proteksionis, dan tidak konsisten dengan tuduhannya karena
masih dapat digunakannya produk olahan kelapa sawit untuk sektor lain
seperti  bioproduct sehingga penolakan tersebut berlebihan dan
menciptakan hambatan yang tidak diperlukan dalam perdagangan
internasional, mengingat Uni Eropa merupakan mitra dagang utama dalam
impor minyak kelapa sawit Indonesia dan sebagian besar produk olahan
kelapa sawit yang digunakan di kawasannya adalah untuk sektor energy
sehingga mengakibatkan kondisi pasar bagi Indonesia yang kurang
menguntungkan. Oleh karena itu, atas tindakannya dapat dikatakan

bertentangan dan tidak dapat dibenarkan oleh hukum WTO.
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